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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka peneliti 

menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Efektivitas dan Efisiensi Badan Permusyawaratan Desa BPD) dalam 

Proses Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 

sangat baik, di karenakan Badan Permusyawaratan Desa selalu mengawasi 

laporan tahunan APBDes yang di laporkan oleh Kepala Desa, memantau 

setiap hari pengeluaran dana desa dan mengawasi pembagian 

RASKIN/BPNT dan BLT untuk kepentingan masyararakat Desa Moteng. 

2. Otoritas dan Tanggung Jawab Badan Permusyawaratan Desa BPD) dalam 

Proses Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di 

buktikan dengan ketua beserta anggotanya sudah  mengetahui apa saja 

kewajibannya untuk mencapai tujuan organisasi Badan Permusyawatan 

Desa tersebut. Serta adanya keterangan dari masyarakat Desa Moteng. 

3. Inisiatif Badan Permusyawaratan Desa BPD) dalam Proses Pengawasan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sangat baik di buktikan 

dengan ketua beserta anggotanya akan memberikan sanksi kepada 

perangkat desa yang menyalahgunakan dana desa berupa teguran 

kekeluargaan dan apabila yang bersangkutan tidak mendengarkan maka 
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akan di laporkan ke camat atau bupati. Hal ini dilakukan untuk mencapai 

tujuan organisasi Badan Permusyawatan Desa tersebut. 

5.2. Saran 

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Proses Pengawasan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Moteng Kecamatan 

Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat Berdasarkan hasil pembahasan, peneliti 

kemudian memberikan saran sebagai berikut: 

1. Di upayakan agar BPD lebih aktif lagi dalam menjalankan tugas dan 

tanggung jawabnya demi mencapai kesejahteraan masyarakat Desa 

Moteng khususnya dalam pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa Moteng. Hal tersebut tidak hanya BPD dan perangkat Desa yang 

mengetahuinya di harapkan diketahui oleh masyarakat sehingga semua 

ikut aktif terlibat. 

2. BPD perlu meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan kepala desa 

agar dapat menjalin kemitraan yang lebih baik. Misalnya, rapat harus lebih 

sering diadakan selama kegiatan bersama untuk memastikan bahwa dana 

desa tidak disalahgunakan. 

3. Di harapkan semua anggota BPD mengadakan rapat dengan warga tiap 

satu bulan sekali di Desa Moteng, tidak hanya ketua BPD saja agar semua 

anggota membahas semua permasalahan yang ada di Desa Moteng. 

4. Bagi masyarakat Desa Moteng mempertahankan/meningkatkan partisipasi 

mereka dalam setiap musyawarah desa yang diadakan untuk mendukung 
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pemerintah desa khususnya BPD agar tujuan dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat Desa Moteng dapat terwujud. 
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